Menimbang

SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
LABORATORIUM PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI
MILIK DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI TANAH LAUT,

bahwa berdasarkan hasil koordinasi dan survey harga
pemakaian peralatan milik daerah pada Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium
Pengujian Material Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, bila
dibandingkan dengan harga pemakaian peralatan
milik daerah pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Laboratorium Pengujian Material Konstruksi Dinas
Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut terdapat perbedaan harga
yang cukup jauh, maka perlu dilakukan penyesuaian
tarif retribusi dengan tujuan  meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa
tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)
tahun sekali, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemakaian
Kekayaan Daerah dapat dilakukan perubahan
penetapan tarif retribusi dengan Peraturan Kepala
Daerah sebagaimana dinormakan dalam Pasal 155
ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif
Retribusi Pelayanan Laboratorium Pengujian Material



Mengingat

1.

Konstruksi Milik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);



Menetapkan :

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
77);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1
Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2013 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN
MATERIAL KONTRUKSI MILIK DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH
LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintahan

Daerah adalah Penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun

1945.



Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan
unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Tanah Laut.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang
selanjutnya disebut DPUPRP adalah Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Laboratorium Pengujian
Material Konstruksi Milik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pembayaran jasa pelayanan pemakaian peralatan dan perlengkapan
laboratorium yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial
karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor swasta.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan wusaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
atau badan usdaha milik firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II
SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Subjek retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan
dan/atau memakai jasa Laboratorium Pengujian Material Konstruksi yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Laboratorium Pengujian Material Konstruksi yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

(1)

(2)

BAB III
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM
PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI

Pasal 4

Besaran tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada jenis dan
jumlah fasilitas Laboratorium yang dipergunakan.

Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperhitungkan dengan mempertimbangkan tingkat penggunaan
jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan



bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3)  Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditinjau
kembali minimal 1 (satu) tahun sekali.

(4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif
Retribusi Pelayanan Laboratorium Penguji Material Milik Dinas
Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2016 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2016 tentang
Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Laboratorium Penguji Material
Milik Dinas Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2019 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2)  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 24 Januari 2020

BUPATI TANAH LAUT,
Ttd
H. SUKAMTA
Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 24 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd
H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 4



